KEPALA DESA TRUKO

KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TRUKO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRUKO,

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
desa;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala
Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota dan BPD setiap akhir tahun
anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205
/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
500);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan
Pandemi Corina Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 184);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun
2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7)
Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
46 Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 50);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor S5 Seri E
Nomor 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
Nomor 35);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020
tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten
Kendal tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 69);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 07 Tahun 2019
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
Nomor 07 );

Peraturan Desa Truko Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Truko Tahun
2017 Nomor 02);



39. Peraturan Desa Truko Nomor 01 Tahun 2019 tentang
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Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa di Desa Truko
Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Lembaran
Desa Truko Tahun 2019 Nomor 01);

Peraturan Desa Truko Nomor 6 tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Truko Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Truko Tahun 2021
Nomor 6)

Peraturan Desa Truko Nomor 4 tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Truko Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Truko

Tahun 2021 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRUKO

Dan
KEPALA DESA TRUKO

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2021

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Truko Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN REALISASI
1. Pendapatan Desa Rp 1.492.619.851,00 1.493.146.875,00
2. Belanja Desa Rp 1.466.939.696,00 1.464.977.516,00
Surpuls/Defisit Rp 25.850.155,00 28.169.359,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 1.816.534,00 1.816.534,00
Pembiayaan
b. Pengeluaran Rp 27.496.689,00 27.496.689,00
Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp (25.680.155,00) (25.680.155,00)
SILPA Rp 0,00 2.489.204,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
2. Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Realisasi Kegiatan,;

c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang
masuk ke Desa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa Truko.

Ditetapkan di Truko
—== Pada tanggal 30 Maret 2022
“KEPALA DESA TRUKO
\

Diundangkan di Truko
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LEMBARAN DESA TRUKO TAHUN 2022 NOMOR 1



